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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kegiatan magang yang penulis lakukan bertempat di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Tangerang, dengan masa magang berlangsung dari tanggal 15 Juli 2025 hingga 31 

Desember 2025. Kantor DPMPTSP Kabupaten Tangerang beralamat di Jl. KH. 

Sarbani No. 01, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten 

Tangerang. Dalam struktur organisasi, penulis ditempatkan pada Divisi Keuangan 

sebagai anggota magang dengan bidang aktivitas yang berfokus pada Accounting 

and Tax Service. Kedudukan penulis berada di bawah bimbingan langsung Ibu Sri 

Resminar selaku Kepala Bidang Keuangan DPMPTSP Kabupaten Tangerang, yang 

sekaligus bertindak sebagai supervisor magang. 

Selama pelaksanaan magang, Ibu Sri Resminar memberikan arahan, 

pembinaan, serta alokasi pekerjaan yang sesuai dengan lingkup Divisi Keuangan. 

Koordinasi dilakukan secara langsung melalui pengarahan rutin serta instruksi 

kerja, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, penulis dapat 

melaksanakan tugas-tugas magang sesuai dengan kebutuhan instansi serta 

memperoleh pengalaman kerja nyata dalam bidang akuntansi dan perpajakan. 

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

Selama menjalani masa magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang, penulis ditempatkan pada 

Divisi Keuangan dengan ruang lingkup pekerjaan yang berhubungan dengan 

Accounting and Tax Services. Dalam pelaksanaan magang, data dan informasi 

perusahaan yang digunakan telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan serta 

keamanan data keuangan instansi maupun pihak terkait. Selama menjalani magang, 

tanggung jawab pekerjaan dan layanan yang diberikan adalah sebagai berikut: 
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3.2.1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Gaji Pegawai 

Daftar gaji pegawai adalah dokumen yang berisikan rincian mengenai pembayaran 

gaji untuk setiap pegawai. Tujuan melakukan rekapitulasi daftar gaji pegawai 

adalah sebagai dokumen dasar pembayaran gaji dan menjadi acuan dalam 

pembuatan bukti potong atas PPh 21 pegawai. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan tugas ini adalah daftar penerima gaji PNS bulan Juli, daftar potongan 

gaji untuk PNS. Jumlah transaksi yang diinput adalah sebanyak 60 transaksi untuk 

periode bulan Juli 2025. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani 

tugas ini: 

1. Memperoleh dokumen pendukung berupa: 

a.  Daftar penerima gaji PNS bulan Juli 

 

Gambar  3.1 Daftar Penerima Gaji PNS Bulan Juli 2025 

b.  Daftar Potongan Gaji untuk PNS 

 
Gambar  3.2 Daftar Potongan Gaji untuk PNS 

2. Mengisi file Daftar Potongan Gaji untuk PNS dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a.  Kolom NIP Pegawai diisi sesuai dengan kolom NIP Pegawai pada dokumen 

Daftar Penerima Gaji PNS. 
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b. Kolom No NPWP diisi sesuai dengan kolom NPWP Pegawai pada dokumen 

Daftar Penerima Gaji PNS. 

c. Kolom Nama diisi sesuai dengan kolom Nama Pegawai pada dokumen Daftar 

Daftar Penerima Gaji PNS. 

d. Kolom Rekening Bank BJB diisi sesuai dengan kolom Nomor Rekening Bank 

Pegawai pada dokumen Daftar Daftar Penerima Gaji PNS. 

e. Kolom Nama Bank diisi sesuai dengan kolom Nama Bank pada dokumen 

Daftar Daftar Penerima Gaji PNS. 

f. Kolom Gaji dan Tunjangan diisi sesuai dengan kolom Jumlah Gaji dan 

Tunjangan pada dokumen Daftar Daftar Penerima Gaji PNS. 

g. Kolom Jumlah Potongan diisi sesuai dengan kolom Jumlah Potongan pada 

dokumen Daftar Daftar Penerima Gaji PNS. 

h. Kolom Sisa Gaji diisi dengan cara melakukan pengurangan nilai pada kolom 

Gaji dan Tunjangan dengan kolom Jumlah Potongan. Hasil pengurangan 

tersebut akan menunjukkan nilai yang sama dengan kolom Jumlah Ditransfer 

pada dokumen Daftar Daftar Penerima Gaji PNS. 

 
Gambar  3.3 Rekapitulasi Daftar Potongan Gaji 

3.  Mengembalikan pekerjaan kepada supervisor untuk dilakukan review dan 

tanda tangan oleh supervisor dan bendahara pengeluaran. 
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Gambar  3.4 Permintaan Tanda Tangan Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran 

3.2.2. Menyusun Rincian Penyerapan Anggaran 

Rincian penyerapan anggaran adalah rincian yang memuat tingkat realisasi 

penggunaan anggaran yang telah dialokasi dalam satu periode terentu untuk 

membiaya kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perencaan yang telah 

ditetapkan. Tujuan menyusun rincian penyerapan anggaran adalah untuk 

mengetahui seberapa besar realisasi anggaran yang sudah digunakan dibandingkan 

dengan anggaran yang ditetapkan. Transaksi yang disusun dalam rincian 

penyerapan anggaran merupakan transaksi untuk untuk triwulan II yang berjumlah 

13 kegiatan dengan sub kegiatan masing-masing 2 sampai 8 transaksi. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah Template Laporan Keuangan 

Triwulan II dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan II. Berikut langkah-

langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Memperoleh dokumen pendukung berupa: 

a. Template Laporan Keuangan Triwulan II 

 
Gambar  3.5 Template Laporan Keuangan Triwulan II 
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b.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan II 

 
Gambar  3.6 Laporan Realisasi Anggaran 

2. Menyusun file Laporan Keuangan Triwulan II bagian Ikhtisar Pencapaian 

Kinerja Keuangan 

a. Mengisi paragraf rincian penyerapan anggaran pada paragraf 2. Contoh, 

Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 
Gambar  3.7 Proses Menyusun Rincian Anggaran Berdasarkan SPD Triwulan III 

b. Setiap poin sub kegiatan berisikan 4 rincian penting yaitu: anggaran, penyerapan 

anggaran, persentase penyerapan, dan silpa. 

1.) Anggaran berasal dari kolom Pagu Anggaran pada dokumen Laporan 

Realisasi Anggaran. Contoh, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah memiliki anggaran Rp74.000.000 yang 

berasal dari kolom Pagu Anggaran. 

S/D PERIODE PERIODE INI TOTAL JUMLAH (Rp) %
1 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8

5
2.18.01 22,251,567,667.00 5,639,802,246.00 5,932,995,082.00 11,572,797,328.00 (10,678,770,339.00) 52.01
2.18.01.2.01 141,573,500.00 32,955,375.00 60,875,375.00 93,830,750.00 (47,742,750.00) 66.28
2.18.01.2.01.0001 74,000,000.00 18,000,000.00 50,000,000.00 68,000,000.00 (6,000,000.00) 91.89
2.18.01.2.01.0001.5.1 74,000,000.00 18,000,000.00 50,000,000.00 68,000,000.00 (6,000,000.00) 91.89
2.18.01.2.01.0001.5.1.02 74,000,000.00 18,000,000.00 50,000,000.00 68,000,000.00 (6,000,000.00) 91.89
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.01 27,000,000.00 18,000,000.00 3,000,000.00 21,000,000.00 (6,000,000.00) 77.78
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.01.01 27,000,000.00 18,000,000.00 3,000,000.00 21,000,000.00 (6,000,000.00) 77.78
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026 15,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 (6,000,000.00) 60.00
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052 12,000,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 0.00 100.00
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.02 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 47,000,000.00 0.00 100.00
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.02.05 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 47,000,000.00 0.00 100.00
2.18.01.2.01.0001.5.1.02.02.05.0043 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 47,000,000.00 0.00 100.00
2.18.01.2.01.0006 15,298,500.00 9,703,375.00 4,298,375.00 14,001,750.00 (1,296,750.00) 91.52
2.18.01.2.01.0006.5.1 15,298,500.00 9,703,375.00 4,298,375.00 14,001,750.00 (1,296,750.00) 91.52
2.18.01.2.01.0006.5.1.02 15,298,500.00 9,703,375.00 4,298,375.00 14,001,750.00 (1,296,750.00) 91.52
2.18.01.2.01.0006.5.1.02.01 15,298,500.00 9,703,375.00 4,298,375.00 14,001,750.00 (1,296,750.00) 91.52
2.18.01.2.01.0006.5.1.02.01.01 15,298,500.00 9,703,375.00 4,298,375.00 14,001,750.00 (1,296,750.00) 91.52
2.18.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026 6,173,500.00 4,228,375.00 648,375.00 4,876,750.00 (1,296,750.00) 78.99
2.18.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052 9,125,000.00 5,475,000.00 3,650,000.00 9,125,000.00 0.00 100.00

Belanja Barang Pakai Habis
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Belanja Sewa Hotel

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang

Belanja Barang Pakai Habis
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Jasa

2
BELANJA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
BELANJA OPERASI

SATKER :    2.18.0.00.0.00.01.0000

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI

TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE : 1 APRIL 2025 S/D 31 JUNI 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN JUMLAH  (Rp) LEBIH / (KURANG)
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2.) Penyerapan anggaran berasal dari kolom Total pada dokumen Laporan 

Realisasi Anggaran. Contoh, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah memiliki penyerapan anggaran Rp68.000.000 

yang berasal dari kolom Total. 

3.) Persentase penyerapan berasal dari kolom % nomor 8 pada dokumen Laporan 

Realisasi Anggaran. Contoh, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah memiliki persentase penyerapan sebesar 

91.89% yang berasal dari kolom %. 

4.) Silpa berasal dari kolom Jumlah (Lebih/ Kurang) pada dokumen Laporan 

Realisasi Anggaran. Contoh, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah memiliki silpa Rp6.000.000 yang berasal dari 

kolom Jumlah. 

 
Gambar  3.8 Proses Menyusun Rincian Anggaran Berdasarkan SPD Triwulan III 

3. Mengembalikan Pekerjaan kepada Supervisor untuk dilakukan Review dan 

Tanda Tangan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang. 

 
Gambar  3.9 Permintaan Tanda Tangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang 
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3.2.3.   Melakukan Perhitungan Potongan Pajak PPh 21 Metode TER dengan 

Rekapitulasi Gaji Pegawai 

PPh Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan metode 

pemotongan pajak yang menggunakan tarif persentase tertentu yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Tarif tersebut disesuaikan dengan status perkawinan 

pegawai, jumlah penghasilan bruto bulanan, serta golongan penghasilan yang 

ditetapkan berdasarkan besaran pendapatan bruto. Setelah pegawai masuk ke 

golongan yang sesuai, tarif pada golongan tersebut digunakan untuk menghitung 

PPh Pasal 21. Melalui metode ini, proses pemotongan pajak menjadi lebih 

sederhana dan konsistensi karena tarif sudah ditentukan dalam Tabel TER yang 

berlaku. Tujuan perhitungan ulang PPh 21 dengan metode TER serta pencocokan 

dengan rekapitulasi gaji pegawai bertujuan untuk memastikan keakuratan 

pemotongan pajak, sehingga nilai pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah 

Rekapitulasi Gaji PNS bulan Agustus 2025 Dan Template Daftar Bukti Potong PPh 

21 bulan Agustus.  Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Agustus – November 

2025 dengan jumlah 57 pegawai PNS. Berikut langkah-langkah yang dilakukan 

untuk menjalani tugas ini: 

1. Memperoleh dokumen pendukung berupa: 

a.  Rekapitulasi Gaji PNS bulan Agustus 2025 

 
Gambar  3.10 Rekapitulasi Gaji PNS Bulan Juli 2025 

b.  Template Daftar Bukti Potong PPh 21 Bulan Agustus 2025 

 
Gambar  3.11 Daftar Bukti Potong PPh 21 Bulan Agustus 2025 
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2. Melengkapi kolom tarif dan potongan PPh 21 dengan langkah-langkah: 

a.  Menentukan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk masing-masing pegawai 

berdasarkan besaran penghasilan bruto yang diterima. Contoh, pegawai dengan 

penghasilan bruto sebesar Rp5.683.000 dengan status TK/1 dikenakan tarif 

TER sebesar 0,5% sesuai dengan klasifikasi penghasilan yang berlaku. 

b. Kolom potongan PPh 21 diisi dengan melakukan perhitungan perkalian antara 

kolom tarif dengan kolom penghasilan kotor. Contoh penghasilan kotor 

Rp5.683.000 dengan tarif 0,5%, sehingga diperoleh potongan PPh 21 sebesar 

Rp28.415. 

 
Gambar  3.12 Pengisian Kolom Tarif dan Potongan PPh 21 

3. Melakukan pencocokkan hasil perhitungan potongan PPh 21 pada template 

daftar bukti potong dengan dokumen daftar gaji PNS. 

 
Gambar  3.13 Pencocokan Potongan PPh 21 pada Daftar Bukti Potong dan Rekapitulasi Gaji 

4.  Setelah memastikan bahwa hasil perhitungan PPh 21 telah sesuai dengan 

dokumen rekapitulasi gaji PNS bulan Agustus 2025, maka seluruh dokumen dan 

hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada supervisor untuk dilakukan proses 

review dan verifikasi. 
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5. Bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dilakukan review selanjutnya dilaporkan 

melalui DJP Online pada menu e-Bupot PPh 21/26 sebagai bagian dari pelaporan 

SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus oleh pihak yang berwenang. 

3.2.4. Melakukan Input Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Terkait 

Tunjangan dan Gaji APBD 2026 

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan dokumen resmi perencanaan 

kegiatan yang digunakan oleh perangkat daerah untuk menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan seperti tujuan pelaksanaan kegiatan, tata cara pelaksanaan, serta 

hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Tujuan disusunnya KAK adalah 

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar penyusunan rencana 

anggaran biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah Kertas Kerja Keuangan APBD 

2026, KAK Laporan Keuangan, KAK Laporan Prognosis LRA, KAK Laporan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan terkait penyusunan dan 

penginputan dokumen administrasi keuangan untuk Tahun Anggaran 2026 dengan 

jumlah masing-masing 1 sub kegiatan dan 2 alokasi belanja kegiatan. Berikut 

langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Menerima dokumen pendukung berupa: 

a. File Kertas Kerja Keuangan APBD 2026 

 
Gambar  3.14 Kertas Kerja Keuangan APBD 2026 
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b. File KAK Laporan Keuangan  

 
Gambar  3.15 Template Softcopy File KAK Laporan Keuangan 

c. File KAK Laporan Prognosis LRA 

 
Gambar  3.16 Template Softcopy File KAK Laporan Prognosis LRA 



 

31 
Laporan Kerja Magang…, Rolina Hisyam Kusuma Wardini, Universitas Multimedia Nusantara 

 

d. File KAK Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 
 

 

Gambar  3.17 Template Softcopy File KAK Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

2. Melengkapi dokumen KAK Laporan Keuangan. Langkah-langkah untuk 

melengkapi dokumen KAK Laporan Keuangan: 

a.  Mengisi bagian ruang lingkup pekerjaan dengan rencana kegiatan belanja 

operasional sesuai dengan kertas kerja keuangan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Contoh, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar 

Rp16.721.500,00 dengan metode swakelola. 

f. Mengisi bagian sumber dana sesuai dengan kertas kerja keuangan APBD Tahun 

Anggaran 2026. Sebagai contoh, sumber dana sebesar Rp69.281.500,00 berasal 

dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dengan kode rekening 

belanja 2.18.01.2.02.0007. 

c.  Setelah proses pengisian KAK Laporan Keuangan selesai, dokumen tersebut 

diserahkan kepada supervisor. 

d. Setelah dilakukan review dan ditandatangani, KAK Laporan Keuangan 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta sebagai dokumen 

pendukung administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Dokumen KAK 

tersebut tidak dibahas secara rinci dalam rapat laporan keuangan triwulanan, 

karena rapat tersebut lebih berfokus pada realisasi anggaran, capaian kegiatan, 

serta evaluasi pelaksanaan program. Namun demikian, KAK dapat digunakan 
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sebagai dokumen pendukung atau referensi apabila diperlukan klarifikasi terkait 

perencanaan kegiatan atau dasar penganggaran dalam rapat tersebut. 

 
Gambar  3.18 Melengkapi Dokumen KAK Laporan Keuangan 

3.  Melengkapi dokumen KAK Laporan Prognosis LRA. Langkah-langkah untuk 

melengkapi dokumen KAK Laporan Prognosis LRA: 

a. Mengisi bagian ruang lingkup pekerjaan dengan rencana kegiatan belanja 

operasional sesuai dengan kertas kerja keuangan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Contoh, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar 

Rp3.719.780.000,00 dengan metode swakelola. 

b.  Mengisi bagian sumber dana sesuai dengan kertas kerja keuangan APBD Tahun 

Anggaran 2026. Contoh, sumber dana sebesar Rp29.240.000,00 yang bersumber 

dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dengan kode rekening 

belanja 2.18.01.2.02.0008. 

c. Setelah proses pengisian KAK Prognosis LRA selesai, dokumen tersebut 

diserahkan kepada supervisor untuk dilakukan proses review. 

d. Setelah dilakukan review dan ditandatangani, KAK Laporan Prognosis LRA 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta sebagai dokumen 
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pendukung administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Dokumen KAK 

tersebut tidak dibahas secara rinci dalam rapat laporan keuangan triwulanan, 

karena rapat tersebut lebih berfokus pada realisasi anggaran, capaian kegiatan, 

serta evaluasi pelaksanaan program. Namun demikian, KAK dapat digunakan 

sebagai dokumen pendukung atau referensi apabila diperlukan klarifikasi terkait 

perencanaan kegiatan atau dasar penganggaran. 

 
Gambar  3.19 Melengkapi Dokumen KAK Laporan Prognosis 

4.  Melengkapi dokumen KAK Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Langkah-

langkah untuk melengkapi dokumen KAK Laporan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan: 

a. Mengisi bagian ruang lingkup pekerjaan dengan rencana kegiatan belanja 

operasional sesuai dengan kertas kerja keuangan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Contoh, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar 

Rp3.055.000,00 dengan metode swakelola. 

b.  Mengisi bagian sumber dana sesuai dengan kertas kerja keuangan APBD Tahun 

Anggaran 2026. Contoh, sumber dana sebesar Rp34.956.500,00 yang bersumber 
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dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dengan kode rekening 

belanja 2.18.01.2.02.0006. 

c. Setelah proses pengisian KAK Bahan Tanggapan Pemeriksaan selesai, dokumen 

tersebut diserahkan kepada supervisor untuk dilakukan proses review. 

d. Setelah dilakukan review dan ditandatangani, KAK Laporan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta sebagai 

dokumen pendukung administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. 

Dokumen KAK tersebut tidak dibahas secara rinci dalam rapat laporan keuangan 

triwulanan karena rapat tersebut lebih berfokus pada realisasi anggaran, capaian 

kegiatan, dan evaluasi pelaksanaan program. Namun demikian, KAK dapat 

digunakan sebagai dokumen pendukung atau referensi apabila diperlukan 

klarifikasi terkait perencanaan kegiatan atau dasar penganggaran. 

 
Gambar  3.20 Melengkapi Dokumen KAK Laporan Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 
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3.2.5. Melakukan Input Neraca Saldo ke dalam Website Kuarta (Sistem  

Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) 

Neraca saldo merupakan ringkasan yang memuat setiap akun beserta jumlah saldo 

debit dan kredit dalam buku besar. Tujuan melakukan rekapitulasi neraca saldo ke 

dalam website kuarta adalah untuk mengklasifikasikan setiap akun ke dalam suatu 

ringkasan yang memuat seluruh transaksi keuangan yang digunakan dalam 

pembuatan laporan keuangan. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tugas 

ini adalah File Neraca Saldo Awal Tahun 2025, yang kemudian diinput ke dalam 

website Kuarta. Transaksi yang diinput pada neraca saldo merupakan transaksi yang 

terjadi selama periode Triwulan I 2025 untuk 338 akun di neraca saldo. Berikut 

langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1.  Menerima dokumen file Neraca Saldo Awal Tahun 2025 

 
Gambar  3.21 Neraca Saldo Awal Tahun 2025 

2.  Membuka website Kuarta dan log in dengan username dan password yang 

diberikan oleh supervisor. 

 
Gambar  3.22 Halaman Log In Webisite Kuarta 
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3.  Pada tampilan dashboard dengan menu utama Help Desk, Belanja, Perubahan, 

dan Akuntansi, klik menu Akuntansi. 

 
Gambar  3.23 Tampilan Awal Website Kuarta 

4. Pada tampilan menu akuntansi, klik kolom rekening kelompok lalu pilih akun 

ekuitas. 

 
Gambar  3.24 Pengisian Kolom Rekening Kelompok pada Menu Akuntansi 

4. Setelah memilih rekening kelompok ekuitas, rekening jenis dan rekening objek 

akan terisi secara otomatis. Pada kolom rekening rincian objek, pilih ekuitas 

untuk menampilkan rincian akun ekuitas sesuai data neraca saldo.  
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Gambar  3.25 Pengisian Kolom Rekening Rincian Objek Pada Menu Akuntansi 

5. Setelah semua kolom pada bagian rekening neraca sudah terisi, tampilan 

penginputan debit dan kredit pada bagian bawah akan otomatis berubah sesuai 

pilihan pada kolom rekening neraca. 

 
Gambar  3.26 Tampilan Penginputan Debit dan Kredit 

7.  Melakukan input nilai debit dan kredit neraca saldo sesuai dengan file Neraca 

Saldo Awal Tahun 2025 pada website Kuarta. 

 
Gambar  3.27 Penginputan Nilai Debit dan Kredit Neraca Saldo pada Website Kuarta 
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8.  Melakukan pencocokan total debit dan kredit hasil input neraca saldo pada 

website Kuarta dengan file Neraca Saldo Awal Tahun 2025, yaitu sebesar 

Rp45.552.000.000. 

 
Gambar  3.28 Pencocokan Hasil Input Website Kuarta dengan File Neraca Saldo 

Pencocokan Hasil Input Website Kuarta dengan File Neraca Saldo 

3.2.6. Menyusun Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran per Kegiatan 

PPTK Triwulan III 

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran adalah laporan yang memuat informasi 

mengenai tingkat pengguna anggaran yang sebelumnya ditetapkan lalu 

dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran dalam periode tertentu.  

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran per Kegiatan PPTK (Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan) merupakan laporan realisasi anggaran yang memuat pelaksanaan 

atas kegiatan untuk setiap unit pelaksanaan anggaran yang tercantum resmi dalam 

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) DPA-

SKPD. Tujuan dibuatnya laporan realisasi penyerapan anggaran adalah untuk 

memantau dan mengendalikan pelaksanaan anggaran. Penyusunan laporan 

dilakukan untuk masing-masing PPTK yang sesuai dengan kegiatan yang dikelola 

oleh PPTK yang bersangkutan, yaitu sebanyak 7 PPTK. Dokumen yang dibutuhkan 

untuk melakukan tugas ini adalah Dokumen Rekapitulasi Penggunaan SPD yang di 

didapat dari website kuarta, Akumulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Rekening 

Belanja sampai Triwulan III, dan Template Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 

III. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 
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1. Membuka website Kuarta dan log in dengan username dan password yang 

diberikan oleh supervisor. 

 
Gambar  3.29 Halaman Log In Webisite Kuarta 

2. Pada tampilan dashboard dengan menu utama Help Desk, Belanja, Perubahan, 

dan Akuntansi, klik menu Belanja. 

 
Gambar  3.30 Tampilan Awal Website Kuarta 

3. Pada tampilan halaman belanja, lakukan klik bar menu belanja => laporan => 

laporan SPD => penggunaan SPD. 

 
Gambar  3.31 Klik Penggunaan SPD pada Tampilan Belanja Website Kuarta 

4. Pada tampilan penggunaan SPD di kolom jenis laporan, pilih rincian 

penggunaan SPD dan PPTK. 



 

40 
Laporan Kerja Magang…, Rolina Hisyam Kusuma Wardini, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 
Gambar  3.32 Pengisian Kolom Jenis Laporan 

5. Pada kolom nama PPTK, pilih atas nama IR lalu klik tampilkan dan download 

dalam bentuk Ms. Excel. 

 
Gambar  3.33 Pengisian Kolom Nama PPTK 

6.  Setelah di-download, file akan tersimpan dengan jenis dokumen Ms. Excel. 

 
Gambar  3.34 File Excel Rekapitulasi Penggunaan SPD 

7.  Memperoleh Template Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III 
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Gambar  3.35 Laporan Realisasi Anggaran 

8.  Mengisi Template Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III 

a. Kolom kode rekening diisi sesuai dengan kolom kode/ tgl SPP/ tgl STS pada 

dokumen daftar rekapitulasi penggunaan SPD. Contoh 5.1.02.01.01.0052 

b.  Kolom uraian diisi sesuai dengan kolom DPA/ MAK/ No SPP/ No STS pada  

dokumen daftar rekapitulasi SPD. Contoh Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat. 

c.  Kolom pagu yang terdiri atas kolom APBD-P dan SPD s/d Triwulan III diisi 

sesuai dengan kolom jumlah pagu dan jumlah SPD pada dokumen daftar 

rekapitualsi SPD. Contoh Rp12.000.000  

d.  Kolom realisasi yang terdiri atas kolom jumlah diisi sebesar Rp12.000.000 dan 

kolom % diisi sebesar 100% yang diperoleh dari kolom Jumlah dibagi dengan 

kolom SPD s/d Triwulan III. 

e.  Kolom SPD Triwulan IV diperoleh dari hasil pengurangan kolom APBD-P 

dengan kolom SPD s/d Triwulan III. Contoh, kolom SPD Triwulan III untuk 

uraian “Bahan Makanan dan Minuman Rapat” sebesar Rp0 yang berasal dari 

pengurangan Rp12.775.000 di kolom APBD-P dengan Rp12.775.000 di kolom 

SPD s/d Triwulan III. 
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Gambar  3.36  Pengisian Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III 

9.  Setelah selesai, pekerjaan dikirim kembali kepada supervisor untuk dilakukan 

review. 

3.2.7. Melakukan Input Data Honorarium dan Perhitungan PPh 21  

Honorarium adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada seseorang atas jasa 

atau kegiatan tertentu yang bersifat non-rutin, tidak tetap, dan tidak terikat dalam 

hubungan kerja tetap, yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPh Pasal 21 atas honorarium adalah 

pajak yang dipotong atas penghasilan berupa honorarium yang diterima oleh orang 

pribadi. Tujuan melakukan input data honorarium adalah sebagai dokumen yang 

menunjukkan imbalan atau kompensasi atas jasa, tugas, atau pekerjaan tertentu 

yang telah dilakukan oleh seseorang di luar gaji tetap, sehingga mencerminkan 

penghargaan atas kontribusi dan tanggung jawab yang diberikan. Tujuan 

melakukan input data perhitungan PPh 21 adalah sebagai dokumen yang 

menunjukkan pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima orang pribadi 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, guna memenuhi kewajiban 

perpajakan wajib pajak serta mendukung penerimaan negara sesuai ketentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah transaksi yang data honorarium dan PPh 

21 yang diinput adalah sebanyak 32 data wajib pajak. Dokumen yang dibutuhkan 

untuk melakukan pekerjaan ini adalah Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga 
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Ahli, Template File GU (Ganti Uang), dan Dokumen Bukti Penerimaan 

Honorarium. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Menerima dokumen pendukung berupa: 

a.  Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli 

 
Gambar  3.37 Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli 

b.  Template File GU (Ganti Uang) 

 
Gambar  3.38 Template File GU (Ganti Uang) 

c.  Dokumen Bukti Penerimaan Honorarium 

 

Gambar  3.39 Dokumen Bukti Penerimaan Honorarium 
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2. Mengisi Template File GU (Ganti Uang). 

a.  Kolom Atas Nama Rekening diisi sesuai dengan isi kolom Nama pada dokumen 

Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli. 

b. Kolom Nama Bank diisi sesuai dengan nama bank di kolom Nomor Rekening 

& NPWP pada dokumen Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli. 

c. Kolom Nomor Rekening diisi sesuai dengan nomor rekening yang ada di bawah 

baris nama bank pada dokumen Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli. 

d. Kolom NPWP diisi sesuai dengan nomor NPWP yang berada pada dokumen 

Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli. 

e. Kolom Nominal diisi sesuai dengan isi kolom Jumlah yang Diterima pada 

dokumen Daftar Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ahli. 

f. Kolom Potongan PPh 21 diisi dengan melakukan perhitungan ketentuan tarif 

progresif PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Contoh, penghasilan 

Pak HF sebesar Rp8.500.000 dikalikan dengan 50% untuk mencari penghasilan 

bruto sehingga dihasilkan penghasilan bruto sebesar Rp4.250.000 yang akan 

digunakan sebagai nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selanjutnya, nilai DPP 

sebesar Rp4.250.000 dikalikan dengan tarif penghasilan sesuai pasal 17 UU 

PPh sebesar 5% sehingga dihasilkan tarif pajak sebesar Rp212.500. 

g. Kolom Jumlah Ditransfer diisi sesuai dengan jumlah yang ditransfer pada 

Dokumen Bukti Penerimaan Honorarium. Contoh penghasilan yang ditransfer 

untuk Pak HF sebesar Rp8.287.500. 

 
Gambar  3.40 Proses Penginputan Data Honorarium dan Perhitungan PPh 21 

3. Melakukan langkah-langkah yang sama untuk setiap wajib pajak dan 

menyerahkan pekerjaan tersebut kepada supervisor. 
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3.2.8. Menyusun Nota Pencairan Dana (NPD) 

Nota Pencairan Dana (NPD) adalah dokumen administrasi resmi yang berfungsi 

sebagai dasar permintaan dan pencairan dana dari bendahara atas satu kegiatan atau 

belanja yang telah dianggarkan. Tujuan menyusun NPD adalah sebagai dokumen 

permohonan resmi atas pencairan anggaran yang sebelumnya telah dianggarkan. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Template 

NPD, dan Dokumen Ganti Uang (GU). Jumlah transaksi NPD yang disusun adalah 

sebanyak 34 transaksi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani 

tugas ini: 

1. Menerima dokumen pendukung berupa: 

a.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) 

 
Gambar  3.41 Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 

b. Template NPD 

 
Gambar  3.42 Template NPD 
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c. Dokumen Ganti Uang (GU) 

 
Gambar  3.43 Dokumen GU 

2.  Mengisi Template NPD. 

a. Kolom kode rekening diisi sesuai dengan kolom kode rekening pada dokumen 

DPA – SKPD. 

b. Kolom uraian diisi sesuai dengan kolom uraian pada dokumen DPA – SKPD. 

c.  Kolom anggaran diisi sesuai dengan kolom jumlah di bagian setelah pada 

dokumen DPA – SKPD. 

d. Kolom pencairan saat ini diisi sesuai dengan kolom total GU untuk masing-

masing uraian pada dokumen GU 

e. Kolom sisa diperoleh dari hasil pengurangan kolom anggaran dengan kolom 

pencairan saat ini. 

 
Gambar  3.44 Pengisian Template NPD 

3. Melakukan pencocokan nilai jumlah akhir anggaran pada dokumen Template 

NPD dengan Total Realisasi Belanja per Bulan. 
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Gambar  3.45 Pencocokan Nilai Akhir Anggaran dengan Rencana Realisasi Belanja per Bulan 

4.  Mengembalikan pekerjaan kepada supervisor untuk dilakukan review. 

3.2.9. Melakukan Perhitungan PPN, PPh 21, 22, dan 23 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau 

Jasa Kena Pajak (JKP). PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 

pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh 22 adalah pajak yang dipungut berhubungan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh 23 adalah 

pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari penghasilan tertentu 

seperti jasa, sewa, bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Tujuan melakukan 

perhitungan PPN, PPh 21, 22 dan 23 adalah untuk memastikan bahwa penyetoran 

dana telah dilakukan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan telah sesuai 

ketentuan yang berlaku. Jumlah transaksi yang diinput berkisar 132 transaksi untuk 

masa pajak Oktober – Desember 2024. Dokumen yang dibutuhkan untuk 
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melakukan pekerjaan ini adalah Template Initial Balance Check  yang berisi uraian 

kegiatan belanja selama bulan Oktober 2024. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Menerima dokumen pendukung berupa   yang sudah berisi nominal 

pengeluaran dan keterangan pengeluaran dari supervisor. 

 
Gambar  3.46 Template Initial Balance Check (IBC) 

2. Melengkapi Template Initial Balance Check (IBC) untuk kolom PPN, PPh 21, 

22, dan 23. 

a. Kolom PPN diisi dengan melakukan perhitungan nominal dikali tarif PPN 

sebesar 11%. Contoh untuk atas nama rekening Ibu NE, perhitungan untuk 

kolom PPN dilakukan dengan cara: Rp4.000.000 x 11% = Rp440.000. 

b. Kolom PPh 21 diisi dengan melakukan perhitungan nominal dikali tarif PPh 21 

sebesar 5% sesuai ketentuan tarif progresif. Contoh untuk atas nama rekening 

Ibu NE, perhitungan untuk kolom PPh 21 dilakukan dengan cara: Rp4.000.000 

x 50% x 5% = Rp100.000.  

c. Kolom PPh 22 diisi dengan melakukan perhitungan nominal dikali tarif PPh 22 

sebesar 1,5%. Contoh untuk atas nama rekening Ibu NE, perhitungan untuk 

kolom PPh 22 dilakukan dengan cara: Rp4.000.000 x 1,5% = Rp60.000. 

 
Gambar  3.47 Pengisian kolom PPN, PPh 21, 22, dan 23 

3.  Melengkapi Template Initial Balance Check (IBC) untuk kolom Jumlah 

Ditransfer. Kolom Jumlah Ditransfer diisi dengan melakukan perhitungan 

pengurangan dari kolom Nominal dengan kolom Pajak IBC yang ada. Contoh, 



 

49 
Laporan Kerja Magang…, Rolina Hisyam Kusuma Wardini, Universitas Multimedia Nusantara 

 

untuk atas nama rekening Ibu NE, perhitungan untuk kolom Jumlah Ditransfer 

dilakukan dengan cara: Rp4.000.000 + Rp440.000 – Rp100.000 – Rp60.000 = 

Rp4.280.000. 

 
Gambar  3.48 Pengisian Kolom Jumlah Ditransfer 

4. Setelah menyelesaikan semua transaksi dalam satu bulan, pekerjaan dikirimkan 

kembali kepada supervisor untuk dilakukan review. 

3.2.10. Melakukan Perhitungan Jumlah Rincian Belanja APBD 2026 untuk 

PNS dan CPNS 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) merupakan 

pernyesuaian atas anggaran daerah yang disusun terhadap APBD murni dalam 

tahun anggaran berjalan, guna menyesuaikan perencanaan keuangan daerah dengan 

perkembangan kondisi dan kebutuhan terkini pemerintah daerah. APBD-P 

digunakan untuk memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya yang bertujuan untuk 

menyesuaikan perencanaan keuangan daerah dengan realisasi pendapatan. Jumlah 

transaksi rincian belanja APBD 2026 yang dihitung adalah anggaran untuk 58 

pegawai PNS. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah 

Template Berita Acara Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan APBD 2026 dan File 

Rincian Belanja. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas 

ini: 

1. Memperoleh dokumen pendukung berupa: 

a. Template Berita Acara Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNS 
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Gambar  3.49 Template Berita Acara Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNS 

 

 

 

 

 

b.  File Rincian Belanja 

 
Gambar  3.50 File Rincian Belanja 

2. Mengisi Template Berita Acara Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNS pada 

tabel bagian bawah yang sudah diberi warna. 

a. Row Jumlah diisi dengan melakukan penjumlahan dengan rumus SUM untuk 

masing-masing kolom belanja, taperum/ tapera, dan kolom jumlah. 

a 
b 

c 
d 

e 
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b. Row Bulan (SESUAIKAN) diisi dengan angka 14, yaitu 14 bulan yang dihitung 

dari 1 tahun berjumlah 12 bulan ditambahkan dengan Tunjangan Hari Raya 

(THR) dan Bantuan pendidikan yang biasanya diberikan menjelang akhir tahun. 

c. Row (Jumlah x Bulan) diisi dengan melakukan perkalian antara row Jumlah 

dengan row Bulan (SESUAIKAN). Contoh, untuk kolom Belanja Gaji Pokok 

PNS diisi dengan melakukan perkalian Rp2.660.000.000 dari row Jumlah 

dengan 14 dari row Bulan (SESUAIKAN). 

d. Row Penyesuaian Pensiun Agustus (1 Orang) diisi dengan melakukan perkalian 

gaji pokok karyawan yang akan pensiun dengan 5 bulan yaitu dari bulan 

September sampai Desember sehingga untuk kolom Belanja Gaji Pokok PNS  

diperoleh penyesuaian sebesar Rp25.000.000 sebagai pengurang. 

e. Row (Jumlah x Bulan) Setelah Penyesuaian diisi dengan melakukan perhitungan 

totalan dari row Jumlah sampai row Penyesuaian Pensiun Agustus (1 Orang). 

Contoh, untuk kolom Belanja Gaji Pokok PNS row (Jumlah x Bulan) yang 

diperoleh sebesar Rp2.645.000.000. 

f. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi kolom belanja lainnya. 

 
Gambar  3.51 Pengisian Template Berita Acara Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNS 

 

3. Melakukan pencocokan nilai pada row (Jumlah x Bulan) Setelah Penyesuaian 

dengan File Rincian Belanja untuk setiap kategori belanja. 
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Gambar  3.52 Pencocokan Nilai Setelah Penyesuian dengan Rincian Belanja 

4. Mengembalikan pekerjaan kepada supervisor untuk dilakukan review dan 

verifikasi. 

 

3.2.11. Melakukan Perhitungan PPh 21 Disetahunkan 

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji atau imbalan yang diterima orang 

perorangan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan. Perhitungan periode 

tertentu seperti periode bulanan, Perhitungan PPh 21 dilakukan berdasarkan periode 

tertentu, yaitu secara bulanan untuk pegawai tetap dan tidak tetap, serta secara tidak 

berkesinambungan untuk penghasilan berupa honorarium atau imbalan jasa. Untuk 

Pegawai tetap, PPh Pasal 21 dihitung dengan terlebih dahulu menyetahunkan 

penghasilan bulanan untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak dalam satu 

tahun. Tujuan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 disetahunkan adalah untuk 

mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak secara tepat, 

sehingga penerapan tarif pajak progresif dan pengurangan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) dapat dilakukan secara benar. Perhitungan PPh Pasal 21 dalam 

kegiatan ini dilakukan terhadap 65 orang pegawai. Dokumen yang diperlukan untuk 

melakukan tugas ini adalah Template PPh 21 APBD. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Menerima Template PPh 21 APBD.  

TEMPLATE BERITA 
ACARA REKONSILIASI 

GAJI 

 

RINCIAN BELANJA 
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Gambar  3.53 Template PPh 21 APBD 

2. Melengkapi Template PPh 21 APBD 

Kolom Total Gaji Disetahunkan diisi dengan melakukan penjumlahan Gaji 

Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, 

Tunjangan Fungsional Umum, dan Tunjangan Beras kemudian dikali 14 bulan. 

Setelah itu, jumlah tersebut ditambahkan dengan hasil penjumlahan kolom 

BPJS Kesehatan, JKK dan JKM yang dikali dengan 12 bulan. Contoh, kolom 

Total Gaji Disetahunkan untuk Pak HH sebesar Rp86.020.000. 

Kolom Total Gaji dan TPP Disetahunkan diisi dengan melakukan penjumlahan 

dari kolom Total Gaji Disetahunkan dengan kolom TPP Disetahunkan. Contoh, 

kolom Total Gaji dan TPP Disetahunkan untuk Pak HH sebesar Rp344.059.200. 

Kolom Iuran Pensiun Setahun diisi dengan melakukan penjumlahan dari kolom 

Gaji Pokok dengan kolom Tunjangan Keluarga yang kemudian akan dikalikan 

4,75% lalu dikali 12 bulan. Contoh, kolom Iutan Pensiun Setahun untuk Pak 

HH sebesar Rp2.622.000. 

Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status Wajib 

Pajak (WP). Contoh, kolom PTKP untuk Pak HH dengan status K/2 adalah 

Rp67.500.000. (Wajib Pajak) Rp54.000.000 + (Status Kawin) Rp4.500.000 + 

(2 Tanggungan Keluarga) Rp4.500.000 + Rp4.500.000. 

Kolom PKP diisi dengan melakukan pengurangan dari kolom Total Gaji dan 

TPP Disetahunkan, Biaya Jabatan Setahun, Iuran Pensiun Setahun, dan PTKP. 

Contoh, kolom PKP untuk Pak HH sebesar Rp267.937.200 yang dibulatkan 

menjadi Rp267.937.000. 

Kolom PPh 21 Disetahunkan diisi dengan melakukan perkalian antara kolom 

PKP dengan tarif progresif Tarif UU PPh Pasal 17. Contoh, PPh 21 

Disetahunkan untuk Pak HH sebesar Rp Rp35.984.300 yang diperoleh dengan 

cara: 

Lapisan I = Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000 

a b c e d f 
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Lapisan II = (Rp250.000.000 – Rp60.000.000) x 15% = Rp28.500.000 

Lapisan III = (Rp285.033.895– Rp250.000.000) x 25% = Rp4.484.250 

PPh 21 Disetahunkan = Rp3.000.000 + Rp28.500.000 + Rp4.484.250 = 

Rp35.984.300 

 

Gambar  3.54 Pengisian Template PPh 21 APBD 

Lakukan langkah yang sama untuk pegawai lainnya. Mengembalikan pekerjaan 

kepada supervisor untuk dilakukan review dan verifikasi. 

3.2.12. Melakukan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menunjukkan 

seberapa besar pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan 

pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, serta sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang benar-benar terjadi selama satu 

periode anggaran. Tujuan melakukan rekapitulasi LRA adalah untuk menunjukkan 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, serta sebagai 

dasar dalam menilai kinerja keuangan suatu entitas pemerintah. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan tugas ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Triwulan II dan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II dalam bentuk softcopy 

file yang diperoleh dari Sub Bagian Keuangan. Rekapitulasi yang dilakukan 

merupakan transaksi yang terjadi selama periode Triwulan II 2025. Berikut 

langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Memperoleh dokumen pendukung berupa: 

 

a b c d e f 
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a.  Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II

 
Gambar  3.55 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

b.  Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II 

 
Gambar  3.56 Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II 

c. Laporan Keuangan Triwulan II 
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Gambar  3.57 Laporan Keuangan Triwulan II 

2.  Melengkapi data pada Laporan Keuangan Triwulan II 

a.  Kolom Bidang menunjukkan unit kerja atau bagian organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. 

Contoh, Sekretariat. 

b. Kolom Uraian diisi sesuai dengan kolom Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 

pada dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II. Contoh kegiatan 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah. 

c. Kolom Anggaran diisi sesuai dengan kolom Anggaran pada dokumen Surat 

Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II. Contoh, Rp75.308.600. 

d. Kolom Nilai SPD TW 1 (Rp) diisi sesuai dengan kolom Akumulasi pada SPD 

Sebelumnya pada dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II. Contoh, 

Rp22.427.000. 

e. Kolom Realisasi (Rp) diisi sesuai dengan kolom Total pada dokumen Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan II. Contoh Rp69.938.600. 

f. Kolom % diisi sesuai dengan kolom % pada dokumen Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Triwulan II. Contoh 92,87%. 
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Gambar  3.58  Hasil Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II 

3. Setelah pekerjaan selesai, capaian kinerja per bidang secara keseluruhan pada 

Laporan Keuangan Triwulan II diserahkan kepada Kepala Sub bagian 

Keuangan untuk dilakukan review. 

 

3.2.13. Melakukan Perhitungan JKK, JKM, JKS, dan TAPERUM untuk PNS 

dan PPTK 

Pekerjaan ini merupakan kegiatan administrasi keuangan yang dilakukan untuk 

menentukan besaran iuran jaminan sosial dan simpanan wajib pegawai berdasarkan 

komponen penghasilan yang diterima serta tarif iuran yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan 

terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dalam 

memberikan perlindungan sosial kepada PNS dan PPPK terhadap risiko kecelakaan 

kerja, kematian, dan jaminan kesehatan, serta mendukung kepemilikan perumahan 

melalui program TAPERUM/TAPERA. Selain itu, perhitungan ini juga berfungsi 

untuk menjamin ketepatan pemotongan dan pembayaran iuran, mendukung akurasi 

pencatatan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), menjadi dasar rekonsiliasi gaji dan tunjangan, serta meminimalkan 

kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan koreksi atau temuan dalam 

proses pemeriksaan keuangan. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas 
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ini adalah file JKS, JKK, JKM, dan TAPERA. Jumlah transaksi yang dikerjakan 

untuk tugas ini adalah 65 transaksi gaji pegawai PNS dan 3 pegawai PPTK. Berikut 

langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Memperoleh dokumen pendukung berupa file JKS, JKK, JKM, dan TAPERA. 

 
Gambar  3.59 File JKS, JKK, JKM, dan TAPERA 

2. Melengkapi kolom JKS, JKK, JKM, dan TAPERA. 

a. Kolom JKS diisi dengan melakukan perhitungan: 4% x Jumlah Maksimal dan 

Minimal Potongan. Contoh, kolom JKS untuk pegawai atas nama AM diisi 

sebesar Rp480.000. 

b. Kolom JKK diisi dengan melakukan perhitungan: 0,24% x Gaji Pokok. Contoh, 

kolom JKK untuk pegawai atas nama AM diisi sebesar Rp14.400. 

c. Kolom JKM diisi dengan melakukan perhitungan: 0,72% x Gaji Pokok. Contoh, 

kolom JKM untuk pegawai atas nama AM diisi sebesar Rp43.200. 

d. Kolom TAPERUM diisi dengan melakukan perhitungan: 0,50% x Gaji Pokok. 

Contoh, kolom TAPERUM untuk pegawai atas nama AM diisi sebesar 

Rp30.000. 

 
Gambar  3.60 Hasil Perhitungan JKS, JKK, JKM, dan TAPERUM 

Mengembalikan pekerjaan kepada supervisor untuk dilakukan review dan 

verifikasi. 
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3.2.14. Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 

Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Tangerang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai dan mengevaluasi 

capaian kinerja perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025. Tujuan dari rapat 

ini adalah untuk membahas perbandingan antara target dan realisasi kinerja, baik 

dari aspek fisik maupun keuangan, serta mengidentifikasi kegiatan yang telah dan 

belum mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, rapat juga mengkaji berbagai 

permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti 

kendala administrasi, teknis, koordinasi antarbidang, dan keterbatasan sumber 

daya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tindak 

lanjut dan rencana perbaikan kinerja, peningkatan monitoring dan evaluasi secara 

berkala, serta penguatan koordinasi antarbidang guna meningkatkan kinerja 

perangkat daerah di masa mendatang. Berikut langkah-langkah yang dilakukan 

untuk menjalani tugas ini: 

1. Mengikuti rapat di hotel A hari Selasa 30 September 2025 pukul 09.00 pagi 

yang dihadiri oleh 53 peserta. 

2. Menyimak dan membuat notulen untuk rapat tersebut. 

 
Gambar  3.61 Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 
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3. Mengembalikan pekerjaan dan meminta tanda tangan kepada Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah. 

 
Gambar  3.62 Tanda Tangan Analis Keuangan Pusat dan Daerah 

 

3.2.15. Membuat Surat Pergeseran Anggaran 

Surat Permohonan Pergeseran Anggaran Kas merupakan surat resmi yang dibuat 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Tangerang kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah 

(BUD) dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah untuk menyesuaikan 

anggaran kas pada aplikasi Kuarta agar selaras dengan data anggaran pada aplikasi 

SIPD Kemendagri, yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 

Anggaran Kas, dengan tujuan memperoleh persetujuan pembukaan kembali 

anggaran kas APBD Perubahan (APBD-P), menghindari terjadinya selisih data 

antar sistem, serta menjamin kelancaran pelaksanaan sub kegiatan yang telah 

direncanakan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan tugas ini: 

1. Mengidentifikasi permasalahan anggaran, yaitu adanya sub kegiatan yang 

anggaran kasnya belum disesuaikan pada aplikasi Kuarta. 

2. Mengumpulkan data pendukung, berupa data sub kegiatan dan kode 

rekening belanja dari APBD/APBD Perubahan, aplikasi SIPD Kemendagri, 

serta rekap anggaran dalam bentuk file Excel. 

3. Mencocokkan data anggaran, dengan membandingkan inputan anggaran 

kas antara aplikasi SIPD dan aplikasi Kuarta untuk memastikan adanya 

selisih atau ketidaksesuaian. 
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4. Menentukan dasar hukum, yaitu Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 

Anggaran Kas sebagai landasan diperbolehkannya pergeseran anggaran kas. 

 
Gambar  3.63 Dasar Hukum 

5. Menyusun draft surat permohonan, yang memuat latar belakang, dasar hukum, 

daftar sub kegiatan dan kode rekening yang mengalami pergeseran, serta 

permohonan pembukaan kembali anggaran kas. 

 
Gambar  3.64 Draft Permohonan 



 

62 
Laporan Kerja Magang…, Rolina Hisyam Kusuma Wardini, Universitas Multimedia Nusantara 

 

6. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi, untuk memastikan isi surat sesuai 

dengan data anggaran dan ketentuan administrasi. 

7. Melakukan penandatanganan dan pengiriman surat, setelah disetujui dan 

ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian disampaikan kepada BPKAD 

Kabupaten Tangerang untuk ditindaklanjuti. 

 
Gambar  3.65 Tanda Tangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang 

 

3.2.16. Membuat Notulen Rapat Perihal Evaluasi Kelembagaan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang 

Membuat notulen rapat perihal evaluasi kelembagaan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tangerang merupakan proses pencatatan yang memuat jalannya diskusi, 

poin-poin penting terkait penilaian perkembangan kinerja dan efektivitas perangkat 

daerah Kabupaten Tangerang. Tujuan pekerjaan ini adalah menyediakan rekam 

jejak atau dokumentasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan dan sebagai 

bahan pemantauan perbaikan kinerja kelembagaan. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menjalani tugas ini: 

1. Mengikuti rapat evaluasi kelembagaan pada tanggal 15 September 2025. 

2. Menyimak dan membuat notulen untuk rapat tersebut. 
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Gambar  3.66 Notulen Rapat Perihal Evaluasi Kelembagaan 

3. Mengembalikan pekerjaan dan meminta tanda tangan kepada Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah. 

 

Gambar  3.67 Tanda Tangan Analis Keuangan Pusat dan Daerah 
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3.2.17. Menghitung Nilai Penyerapan Anggaran Triwulan II Berdasarkan Sub 

Kegiatan 

Menghitung nilai penyerapan anggaran Triwulan II berdasarkan subkegiatan 

merupakan kegiatan analisis keuangan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

realisasi penggunaan anggaran pada masing-masing subkegiatan hingga akhir 

Triwulan II. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi 

belanja terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA atau DPA 

Perubahan, sehingga diperoleh persentase penyerapan anggaran yang 

mencerminkan efektivitas dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kinerja pelaksanaan anggaran, 

mengidentifikasi subkegiatan yang penyerapan anggarannya masih rendah atau 

tinggi, serta menjadi dasar evaluasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana 

dan ketentuan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menjalani tugas ini: 

1. Mendapatkan dokumen pendukung berupa: 

a.  File SPD periode triwulan II 

 
Gambar  3.68 SPD Triwulan II 
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b. File rekapitulasi penggunaan SPD selama tahun 2025 

 
Gambar  3.69 Rekapitulasi Penggunaan SPD Tahun 2025 

C. Format Perhitungan Nilai Penyerapan Anggaran Triwulan II Berdasarkan 
Subkegiatan 

 
Gambar  3.70 Format Perhitungan Nilai Penyerapan Anggaran Triwulan II 

2. Melakukan perhitungan nilai penyerapan anggaran triwulan II, dengan langkah 

berikut: 

a. Mengisi kolom kode rekening, uraian, PAGU anggaran, dan PAGU SPD 

mengacu pada file rekapitulasi penggunaan SPD selama tahun 2025. 

Sebagai contoh, kode rekening ‘5-2.18.01.2.01’ dengan uaraian 

‘Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah’ 

dengan anggaran sebesar Rp142.882.100 dan SPD Rp129.574.725. 

b. Mengisi kolom SPD TW II mengacu pada file SPD periode triwulan II, 

dengan contoh sebesar Rp58.386.975. 

c. Mengisi kolom April, Mei, dan Juni mengacu pada file rekapitulasi 

penggunaan SPD selama tahun 2025, yaitu bulan April dan Mei sebesar 

Rp0, kemudian bulan Juni sebesar Rp62.036.975. 
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d. Mengisi kolom total dengan menjumlahkan kolom April, Mei, dan Juni, 

sebagai contoh Rp62.036.975 hasil penjumlahan ‘0 + 0 + 62.036.975’. 

e. Mengisi jumlah sisa pada kolom anggaran dengan perhitungan PAGU 

anggaran dikurangi total, dengan contoh PAGU anggaran sebesar 

Rp142.882.100 dikurangi total sebesar Rp62.036.975 menghasilkan sisa 

anggaran sebesar Rp80.845.125. 

f. Mengisi kolom % sisa anggaran dengan cara sisa anggaran dibagi PAGU 

anggaran, sebagai contoh sisa anggaran sebesar Rp80.845.125 dibagi 

PAGU anggaran sebesar Rp142.882.100 menghasilkan 57%. 

g. Mengisi jumlah sisa pada kolom SPD dengan perhitungan PAGU SPD 

dikurangi total, dengan contoh PAGU SPD sebesar Rp129.574.725 

dikurangi total sebesar Rp62.036.975 menghasilkan sisa anggaran sebesar 

Rp67.537.750. 

h. Mengisi kolom % sisa SPD dengan cara sisa SPD dibagi PAGU SPD, 

sebagai contoh sisa SPD sebesar Rp67.537.750 dibagi PAGU SPD sebesar 

Rp129.574.725 menghasilkan 52%. 

 
Gambar  3.71 Hasil Perhitungan Nilai Penyerapan Anggaran Triwulan II 

Hasil pekerjaan diserahkan ke Supervisor untuk dilakukan review. 

 

3.2.18. Melakukan Penatausahaan dan Penginputan Data Transaksi 

Keuangan GU 16 

Pekerjaan ini merupakan kegiatan administrasi keuangan yang dilakukan untuk 

mencatat, mengelompokkan, dan menginput setiap transaksi belanja yang telah 

direalisasikan ke dalam sistem penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan 
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yang berlaku. Pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi 

GU (Ganti Uang) 16 telah didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap, dicatat 

secara akurat dan tertib, serta sesuai dengan kode rekening dan pagu anggaran yang 

tersedia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan, 

penyusunan laporan realisasi anggaran, serta mendukung transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jumlah transaksi sebanyak 167. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan ini: 

1. Mendapatkan dokumen pendukung berupa: 

a. Bukti Pembayaran berupa kwitansi dari CV. A  

 
Gambar  3.72 Kwitansi Makan dan Minum CV. A 

2. Menerima softcopy template GU (Ganti Uang) 
 

 
Gambar  3.73 Softcopy File Template GU (Ganti Uang) 

3. Mengisi Template File GU (Ganti Uang) 
a. Kolom Atas Nama Rekening diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada 

kwitansi sebagai pihak penyedia/ penerima pembayaran, yaitu CV. A 
b. Kolom Nama Bank diisi sesuai dengan nama bank yang tercantum pada 

bukti pembayaran (kwitansi) atau informasi rekening milik pihak penyedia/ 
penerima pembayaran, yaitu bank tempat rekening atas nama CV. A 
terdaftar. 

CV. A 
NO REKENING 
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c. Kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor rekening milik pihak penerima 
pembayaran (penyedia) sesuai dengan data rekening yang digunakan dalam 
transaksi, sebagaimana tercantum pada kwitansi. 

d. Kolom NPWP diisi dengan NPWP pihak penerima pembayaran (penyedia) 
apabila tercantum pada kwitansi. Apabila NPWP tidak tercantum pada 
kwitansi, maka kolom NPWP tidak diisi. 

e. Kolom Nominal diisi dengan nominal transaksi yang tercantum dalam 
kwitansi. 

f. Mengisi kolom PPh Pasal 23 karena CV. A merupakan penyedia jasa makan 
dan minum, sehingga atas pembayaran tersebut dikenakan PPh 23 sebesar 
2% karena termasuk objek jasa dan penyedia memiliki NPWP. Contoh 
transaksi pada CV. A dengan jumlah nominal sebesar Rp7.300.000 
dikalikan dengan 2% sehingga menghasilkan sebesar Rp146.000. Selain itu, 
CV. A dikenakan PPN sebesar 10% karena usaha katering tersebut telah 
berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

g. Mengisi kolom Jumlah di Transfer dengan contoh transaksi CV. A dengan 
mengurangi nominal transaksi dengan PPh 23 sebesar Rp146.000 dan PPN 
sebesar Rp730.000 sehingga jumlah yang ditransfer sebesar Rp.6.424.000. 

 
Gambar  3.74 Proses Pernginputan DataTransaksi ke dalam GU (Ganti Uang) 

Melakukan langkah-langkah yang sama untuk setiap transaksi dan menyerahkan 
kepada supervisor untuk di review. 

  

3.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama melakukan kerja magang, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, 

seperti: 

1. Kendala koneksi internet yang kurang stabil sehingga waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lebih lama. 

2. Kendala keterbatasan pemahaman prosedur terkait alur kerja dan tata cara 

pengisian laporan yang berlaku di DPMPTSP sehingga penulis membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi dengan sistem administrasi dan prosedur kerja yang 

diterapkan. 
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3. Kendala keterbatasan printer yang digunakan untuk mencetak dokumen tertentu 

sehingga penulis terhambat dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan 

dokumen yang perlu dicetak (print) terutama ketika printer dipakai bersamaan 

dengan pegawai lain. 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Atas kendala yang ditemukan, berikut beberapa solusi yang dapat diberikan: 

1. Kendala koneksi internet, penulis menggunakan jaringan internet pribadi 

sebagai alternatif ketika koneksi internet sedang mengalami gangguan dan 

menentukan prioritas pekerjaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu. 

2. Kendala pemahaman prosedur, penulis secara aktif bertanya dan berdiskusi 

dengan pembimbing magang (supervisor) dan rekan kerja lain terkait dengan 

prosedur yang belum dipahami. 

3. Kendala keterbatasan printer, penulis melakukan penyesuaian waktu mencetak 

dokumen agar tidak mengganggu pekerjaan pegawai lain dan mengerjakan 

pekerjaan lain terlebih dahulu apabila printer sedang digunakan. Penulis juga 

memaksimalkan penggunaan dokumen digital untuk mengurangi 

ketergantungan pada pencetakan fisik selama tetap sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan instansi. 

 

 

 

 

 

 

 


